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WALI KOTA MAKASSAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

  
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR 

                                         NOMOR  12 TAHUN 2024 

TENTANG 

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN 

INSENTIF FISKAL BAGI PELAKU USAHA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA MAKASSAR, 

 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta 
Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Administrasi dan 

Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Bagi Pelaku Usaha; 
   
Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 

5.  Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA 

CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BAGI PELAKU USAHA. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  
Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Makassar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Kota Makassar yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar. 

4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan 
adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, 

pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar 

bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 
terutang. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau Badan Usaha Milik Desa, 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah yang 
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. 

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah 

Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumen Barang 
dan/atau Jasa tertentu. 

12. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang 

disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 
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13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi 

dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau 
fasilitas lainnya. 

14. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 

15. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap 

sesuatu. 
18. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi 
kewajiban perpajakan daerahnya. 

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat 

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda.  

26. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 

kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampirannya termasuk 
penilaian tentang ke benaran penulisan dan penghitungannya. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemberian 

Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha. 
(2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk membantu pelaku usaha dalam proses 

administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal. 

Pasal 3 

(1)  Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat 

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.  
(2)  Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, 

dan/atau sanksinya. 
(3)  Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas 

permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota 
berdasarkan pertimbangan: 
a.  kemampuan membayar Wajib Pajak; 

b.  kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, 
kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena 

adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau 
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; 

c.  untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 

d.  untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai 
program prioritas Daerah; dan/atau 

e.  untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program 

prioritas nasional. 
(4)  Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan 
keuangan Daerah. 

(5)  Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan faktor: 
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 

(dua) tahun terakhir; 

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak; 
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap 

perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau 
d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.                  

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra 

mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan 
kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan 

dibidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam 
rencana pembangunan jangka menegah Daerah. 

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis 

nasional. 

(9) Faktor lain yang ditentukan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf d yakni memenuhi kriteria: 
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a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;  

b. memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto; 
c. meningkatkan pendapatan asli daerah; 
d. bermitra dengan usaha, mikro, kecil, atau koperasi; 

e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 
f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; dan/atau 

g. ikut serta dalam membantu secara aktif dalam menyukseskan kegiatan 
Pemerintah Daerah. 

 
 

Pasal 4 

(1) Jenis Pajak yang dapat diberikan insentif fiskal meliputi: 

a. PBB-P2; 
b. BPHTB; 
c. PBJT yang meliputi: 

1. makanan dan/atau minuman; 
2. tenaga listrik; 
3. jasa perhotelan;  

4. jasa parkir; dan  
5. jasa kesenian dan hiburan. 

d. Pajak Sarang Burung Walet; 
e. Pajak Reklame; dan 
f. PAT. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal untuk jenis Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan 
Peraturan Wali Kota. 

 
Pasal 5 

(1) Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditujukan kepada Kepala Badan. 

(2) Pemberian insentif fiskal diberikan untuk Masa Pajak dan tahun Pajak 

berjalan sebelum batas waktu pembayaran dan pelaporan SPTPD. 
(3) Batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

paling lama tanggal 5 (lima) Masa Pajak atau bulan berjalan. 
(4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan: 

a. surat permohonan Wajib Pajak; 

b. kartu tanda penduduk; 
c. NPWPD; 

d. akta pendirian usaha;  
e. nomor induk berusaha atau sejenisnya; 
f. bukti pelunasan pembayaran Pajak Masa Pajak dan bulan berjalan;  

g. SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN; dan/atau  
h. bukti lain yang menguatkan permohonan Wajib Pajak.  

 
Pasal 6 

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
diberikan untuk pembayaran dan penyetoran Masa Pajak tahun berjalan. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

Wajib Pajak yang tidak memiliki piutang Pajak.  
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(3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

bagi Wajib Pajak yang masih mendapatkan insentif berupa pengurangan 
atau keringanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 7 

(1) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pemberian insentif fiskal kepada 
Kepala Badan. 

(2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

setelah dilakukan Penelitian dan telahaan staf oleh bidang teknis. 
(3) Besaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Badan. 

 
Pasal 8 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 
 

 
 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 4 April 2024 
 

WALI KOTA MAKASSAR, 

TTD 

MOH. RAMDHAN POMANTO 

 
 

 
Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 4 April 2024 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

TTD 

FIRMAN HAMID PAGARRA 
 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 12 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kota Makassar 

 

 

Muh. Izhar Kurniawan  


